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 Latar belakang dari sekripsi ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang belum efisien dan efektif 
dikarenakan kinerja dari sumber daya aparatur yang ada belum produktif dan profesional dalam menjalankan 
tugas. Salah satu penyebab utama terjadinya hal tersebut karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi 
pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh komposisi keahlian atau 
keterampilan pegawai yang belum proposional. Demikian pula, pendistribusian pegawai masih belum mengacu 
pada kebutuhan nyata dalam organisasi, dalam artian organisasi yang dibentuk terlalu besar sementara beban kerja 
kecil, sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak efisien dan efektif. 
 Secara umum, sekripsi ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pegawaia pada Badan Kepegawian 
Daerah Kota Malang. Yang di gunakan dalam penelitaian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Fokus 
dari penelitiannya berdasarkan dari analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang dilakukan dalam pengumpulan 
data adalah, observasi, wawancara pada lokasi dan juga berdasarkan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan secara kualitatif. 
 Hasil dari penelitian yang telah di lakukan menunjukan bahwasanya kebutuhan pegawai pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Malang telah terpenuhi. Hal ini berdasarkan dari analisis jabatan dan analisis beban 
kerja, dimana tingkat kesesuaian kompetensi terhadap jabatan aparatur sudah sesuai dengan syarat-syarat yang 
ada pada analisis jabatan, selain dari analisis jabatan terdapat analisis beban kerja dan jumlah pegawai pada Badan 
Kepegawaia Daerah Kota Malang sudah cukup seimbang, dan untuk sementara tidak perlu ada penambahan 
pegawai. 





Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja 
pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau 
kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak 
tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam 
jabatan ataupun kegiatan tertentu dengan 
memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan 
periode tertentu, penyesuaian pekerjaan, atau 
ketentuan yang lain yang telah di tetapkan pada 
atasan, termasuk orang pribadi yang melakukan 
pekerjaan dalam jabatan negeri, pegawai itu sendiri 
merupakan salah satu aset utama bagi setiap instansi 
yang menjadi perencanaan dan pelaku paling aktif 
dari setiap kegiatan organisasi. Mereka mempunyai 
pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar 
belakang pendidikan, usia dan jenis kelamin yang 
heterogen yang dibawah ke dalam suatu organisasi. 
Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus 
sesuai dengan kebutuhan supaya efektif dan efisien 
untuk menunjang tercapainya suatu tujuan. Salah 
satu contoh pegawai yng menjadi sorotan 
masyarakat adalah Pegawai Negeri Sipil. 
Pegawai Negeri Sipil merupakan pegawai 
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan serahi 
tugas dalam suatu jabatan negeri atau di serahi tugas 
Negara lainnya, dan di gaji berdasarkan peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut 
Undang-Undang pokok kepegawaian No.43 Tahun 
1999 Tentang Perubahan Undang-Undang No.8 
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
yaitu: Pegawai negeri adalah unsur aparatur Negara, 
abdi Negara dan abdi masyarakat yang dengan 
kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan 
pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan 
dan pembangunan. 
Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 
2014 yang di kutip dari Publikasi Statistik Indonesia 
2016 sebanyak 4.374.349 penduduk Indonesia 
bekerja sebagai PNS namun jumlah ini pada 
kenyataannya dalam hal distribusi PNS kurang 
merata. Instansi pemerintah yang mengalami 
kelebihan pegawai, ada pula yang mengalami 
kekurangan pegawai. Instansi yang mengalami 
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kelebihan pegawai, bukan hanya terdapat masalah 
pekerjaan yang efektif dan efisien tetapi juga 
terdapat masalah biaya yang berlebihan contohnya, 
semakin banyak pegawai dalam 1 instansi maka 
semakin banyak pula biaya yang di keluarkan untuk 
mengaji pegawai. Disisi lain instansi yang 
mengalami kekurangan pegawai akan menyebabkan 
kekosongan hal ini menyebabkan jumlah tugas tidak 
sesuai. Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah 
secara data dinilai untuk terpenuhi akan tetapi pada 
kenyataannya dalam segi tenaga pelaksana masih 
dinilai kurang. (Wahyu,7 November 2018).  
Mengacu pada hal tersebut, maka dalam pedoman 
penyusunan kebutuhan pegawai negeri sipil  
menimbang bahwa dalam rangka perencanaan 
kepegawaian secara nasional dan untuk 
mewujudkan jumlah dan kualitas pegawai negeri 
sipil yang sesuai dengan kebutuhan suatu satuan 
organisasi Negara serta untuk menjamin distribusi 
pegawai negeri sipil yang proposional, perlu 
menetapkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara tentang pedoman umum penyusunan 
kebutuhan pegawai negeri sipil.Sebelum di jelaskan 
lebih lanjut mengenai kebutuhan pegawai, kita harus 
tahu apa itu tugas pokok fungsi dari instansi 
tersebut. (Wahyu, 7 November 2018), dari 
wawancara tersebut maka sebelum penyusunan 
kebutuhan pegawai dalam suatu instansi pemerintah 
di perlukan untuk mengetahui bagaimana tugas 
pokok serta fungsi dari instansi pemerintah tersebut. 
Setelah mengetahui tugas pokok fungsi dari sebuah 
instansi pemerintah, maka baru di buatlah struktur 
jabatan dari instansi tersebut dimana dari struktur 
yang terbentuk akan di adakan beberapa analisis 
seperti analisis jabatan maupun analisis beban kerja 
yang sesuai dengan masing-masing jabatan dalam 
struktur. 
Sejalan dengan hal diatas tentang masalah 
kekurangan pegawai di instansi pemerintah peneliti 
menemukan bahwa di kantor Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Malang dalam kurun 4 tahun terakhir 
ini belum adanya perekrutan pegawai baru. 
(wawancara , Bagus 12 November 2018 ). 
Pelaksanaan analisis beban kerja pada 
hakekatnya diharapkan agar terpenuhi tuntutan 
kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan 
efisiensi serta proposionalisme sumber daya 
manusia aparatur yang memadai pada setiap instansi 
serta lancar dengan dilandasi semangat pengabdian 
kepada masyarakat bangsa dan Negara. 
Manajemen kepegawaian dan sumber daya 
manusia sangat penting bagi instansi dalam 
mengelola, mengatur, dan memanfaafkan pegawai 
sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk 
tercapainya tujuan instansi. Sumber daya manusia di 
instansi perlu di kelola secara profesional agar 
terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai 
dengan tentuan dan kemampuan organisasi. 
Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama 
instansi agar dapat berkembang secara produktif dan 
wajar.Dengan pengaturan manajemen sumber daya 
manusia secara profesional, diharapkan pegawai 
bekerja secar produktif. Pengelolaan pegawai secara 
proposional ini harus dimulai sejak perekrutan 
pegawai, penyeleksian, pengklarifikasian, 
penetapan pegawai sesuai dengan kemampuan, 
penataan, dan pengembangan karirnya 
(Mangkunegara:2001). Salah satu bagian yang 
terpenting dalam manajemen sumber daya manusia 
adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai 
dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan 
efisien dalam membantu terwujudnya tujuan 
(Hasibuan :2011). Warther dan Davis dalam Edy 
Sutrisno (2009) mengemukakan perkiraan 
kebutuhan dan pengabdian tentang pegawai. Salah 
satu yang perlu dilakukan untuk tercapainya 
kebutuhan pegawai dalam suatu kompetensi dari 
tenaga pelaksana. Dalam segi tenaga  pelaksana 
masih perlu adanya peningkatan dan kompetensi 
melalui seminar dan diklat. (Bagus, 12 November 
2018). Perencanaan sumber daya manusia 
merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan 
untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan 
lingkungan pada organisasi diwaktu yang akan 
datang, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja 
yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut. 
Perencanaan Sumber Daya Manusia berkaitan 
dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja 
dimasa depan baik dalam arti jumlah maupun 
kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan 
dalam menyelenggarakan berbagai aktivitas kelak. 
Dalam konteks manajemen Sumber Daya Manusia 
istilah analisis kebutuhan, analisis beban kerja dan 
penentuan formasi pegawai. 
Berdasarkan penjelasan dan fenomena diatas 
peneliti akan mengadakan analisis tentang 
kebutuhan pegawai pada Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Malang. Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Malang merupakan lembaga yang bertugas 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
manajemen kepergawaian daerah, khususnya di kota 
Malang. Berdasarkan hal tersebut maka aspek – 
aspek yang mendukung segala bentuk dan fungsi 
dari BKD Kota Malang haruslah berkualitas dan 
proposional salah satunya adalah sumber daya 
manusianya.Oleh karena itu, Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Malang harus dapat mengoptimalkan 
penerapan fungsi manajemen ke arah yang lebih 
profesional dalam bidang ketatalaksanaan dan 
kepegawaian serta pendayahgunaan aparatur  negara 
lainnya melalui analisis jabatan serta pendidikan dan 
latihan rutin bagi setiap pegawainya sebagai upaya 
peningkatan profesionalisme kinerja fungsi 
organisasi. 
Bertolak dari latar belakang yang telah di 
paparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Analisis  
Kebutuhan Pegawai Pada Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Malang (Studi di Kantor Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Malang)”. 
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Adapun masalah yang timbul pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Malang yaitu:  
1. Bagaimana perencanaan kebutuhan 
pegawai pada Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Malang berdasarkan 
analisis jabatan dan analisis beban kerja? 
2. Apa faktor pendukung dan penghambat 
tentang kebutuhan pegawai di Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Malang? 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian  
Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis 
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, 
yaitu memberikan gambaran, penjelasan yang tepat 
secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari 
obyek yang di teliti. Menurut Sukmadinata 
(2009:53-60), metode penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang digunakan untuk mendeskipsikan 
dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 
sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang 
secara individual maupun kelompok. Dasar 
penelitiannya adalah wawancara kepada 
narasumber/informan yang berisi pertanyaan-
pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan 
rumusan masalah penelitian. 
 
Fokus Penelitian 
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar 
dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias 
terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan 
pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan 
karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan 
penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian 
terhadap penelitian karya ilmiah ini yaitu sebagai 
berikut: 
1.  Analisis Jabatan, meliputi: 
a. Uraian pekerjaan (job desciption), 
merupakan informasi secara menyeluruh 
tentang tugas pokok, fungsi dan tanggung 
jawab di berbagai aspek tingkatan dari 
suatu jabatan atau pekerjaan meliputi: 
Ringkasan Jabatan, pemahaman pegawai 
mengenai fungsi-fungsi dan aktivitas utama 
yang dilakukan dalam sebuah jabatan, 
Hubungan tugas dan tanggung jawab, 
pemahaman pegawai mengenai perincian 
tugas dan tanggung jawab. Bagaimana 
hubungan jabtan yang atu dengan yang 
lainnya, Standar wewenang dan pekerjaan, 
pemahaman pegawai mengenai 
kewenangan pada setiap jabatan. 
b. Persyaratan pekerjaan (job specification), 
syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi 
oeh seseorang agar ia mampu 
melaksanakan tugas-tugas tertentu yang 
dipercayakan kepadanya sehingga 
dikemudian hari ia akan mampu 
melaksanakan serta 
mempertanggungjawabkan tugas yang 
dibebankan kepadanya. Persyaratan 
pekerjaan, meliputi: Pendidikan, latar 
belakang pendidikan formal yang 
diperlukan sesuai dengan kompetensi 
untuk mengisi suatu jabatan/pekerjaan, 
Kemampuan (Keterampilan), 
kemampuan berkomunikasi dan 
berabstraksi ke berbagai pihak, 




2. Analisis Beban Kerja, suatu teknik manajemen 
yang dilakukan secara istematis untuk 
memperoleh informasi mengenai tingkat 
efisiensi dan efektivitas kerja organisasi 
berdasarkan volume kerja. 
a. Volume Kerja (Beban Kerja), frekuensi 
kegiatan rata-rata dari masing jenis 
pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. 
Kaitannya dengan kapasitasdan 
kemampuan pegawai relevan dengan 
volume pekerjaan yang ada. 
b. Norma Waktu/ Standar waktu kerja, 
waktu yang dipergunakan secara efektif 
dengan kondisi normal oleh seorang 
pemangku jabatan untuk 




Subyek adalah orang yang berada pada 
lingkup penelitian, artinya orang yang dapat 
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 
latar penelitian. Penelitian mengenai kebutuhan 
pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Malang memerlukan subyek yang mempunyai 
pemahaman yang berkaitan langsung dengan 
masalah penelitian guna memperoleh data dan 
informasi yang lebih akurat. 
 
Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah tempat atau 
wilayah dimana peneliti akan melakukan suatu 
penelitian yang sesuai dengan tema dan fokus 
penelitian. Penelitian ini di lakukan di Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Malang sebagai instansi 
publik yang merumuskan, membina dan 
mengendalikan kebijakan bidang perencanaan dan 
informasi kepegawaian, pengembangan dan 
kompetensi, mutasi serta kinerja dan kesejahteraan 
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Sumber data terkait dengan siapa, apa, dan 
dimana informasi mengenai fokus penelitian 
diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan dua 
sumber data yaitu: 
1. Data primer merupakan data yang di 
peroleh secara langsung dari lokasi 
penelitian yakni sumber data, dari informan 
yang bersangkutan dengan cara wawancara 
dan pengamatan atau observasi pada 
informan. 
2. Data sekunder merupakan data yang 
berasal dari survey lapangan dan diperoleh 
dengan mempelajari bahan-bahan 
kepustakaan yang berupa buku-buku, 
literatur-literatur, dokumen-dokumen, 
laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi 
yang dapat mendukung kelengkapan data 
primer. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah suatu cara 
yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan, kemudian dikumpulkan 
sebagai bahan penelitian. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Wawancara, yakni usaha teknik 
pengumpulan data dengan cara bertanya 
langsung pada informan yang dipilj dengan 
mengadakan tanya jawab, dialog ataupun 
diskusi dengan infoerman yang dianggap 
mengetahui banyak tentang objek dan 
masalah penelitian yang akan dilakukan. 
2. Observasi yaitu pengamatan secara 
langsung di lokasi penelitian guna 
memperoleh keterangan data yang lebih 
kurat mengenai hal-hal yang diteliti terkait 
dengan analisis kebutuhan pegawai pada 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang. 
3. Studi dokumen, yaitu cara pengumpulan 
data dan telah pustaka dimana dokumen-
dokumen yang dianggap menunjang dan 
relavan dengan pemasalahan yang akan 
diteliti baik berupa literature, laporan, 
jurnal, karya, tulis ilmiah. 
 
Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data adalah suatu cara dalam 
penelitian yang digunakan untuk menguji dan 
menarik kesimpulan. Dalam rangka menjawab 
permasalahan penelitian, maka analisis data dalam 
penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Proses 
analisis data penelitian ini dilakukan secara terus 
menerus, bersamaan, dengan pengumpulan data 
selesai dilakukan. Didalam melakukan analisis data 
peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang 
dijelaskan yang terdiri dari tahapan antara lain: 
 
1. Pengumpulan informasi melalui 
wawancara terhadap informan yang 
compatible terhadap penelitian, 
kemudian observasi langsung kelapangan 
untuk menunjang penelitian yang 
dilakukan agar mendapatkan sumber data 
yang diharapkan. 
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan, 
pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, transformasi data kasar 
yang muncul dari catatan-catatan 
dilapangan selama meneliti. Tujuan 
diadakan transkip data untuk memilih 
informasi mana yang dianggap sesuai dan 
tidak sesuai dengan masalah yang 
menjadi pusat penelitian dilapangan. 
3. Penyajian data yaitu kegiatan 
sekumpulan informasi dalam bentuk teks 
naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan 
yang bertujuan mempertajam 
pemahaman penelitian terhadap 
informasi yang dipilih kemudian 
disajikan dalam tabel ataupun uraian 
penjelasan. 
4. Pada tahap akhir adalah penarikan 
kesimpulan atau verifikasi , yang mencari 
arti pola-pola penjelasan, konfigurasi 
yang mungkin, alur sebab akibat dan 
proposisi. Penarikan kesimpulan 
dilakukan secara cermat dengan 
melakukan verifikasi berupa tinjauan 
ulang pada catatan-catatan dilapangan 
sehingga dapat diuji validitasnya. Dalam 
menganalisis data, terdapat tiga tahapan 
yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, 
(3) menarik kesimpulan, yang jika di 
skemakan model interaktif analisis data 
akan terlihat sebagai berikut. 
 
KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian berdasarkan 
wawancara serta observasi dan pembahasan yang 
telah di jelaskan pada bab sebelumnya tentang 
analisis kebutuhan pegawai pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Malang yang 
menjelaskan tentang analisis jabatan dan analisis 
beban kerja, maka dari itu penulis dapat menarik 
sebuah kesimpulan bahwasannya kebutuhan 
pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kota 
Malang saat ini sudah terpenuhi, dan bisa dibilang 
sudah efektif dan efisien, hal ini dapat dilihat dari 
hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis 
dengan informan. Dari hasil penelitian tersebut di 
kemukakan bahwasannya tentang analisis jabatan 
yang terdapat dari dua uraian sebagai berikut  
1. Uraian Pekerjaandi Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Malang sudah terperinci dan 
sudah diberkan tugas pokok fungsi masing-
masing pegawai. Dan selain itu mereka sudah 
memahami hubungan kerja antar bidang satu 
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sama bidang yang lain, dan selalu 
memprioritaskan tugas dan tanggung jawab 
kepada apa yang sudah diberikan. 
2. Jika saya lihat dari penjelasan tentang latar 
belakang pendidikan, formasi pegawai pada 
Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang 
belum sepenuhnya sesuai dengan latar 
pendidikan, jadi masih ada yang belum sesuai 
dalam penempatan pegawai sesuai jabatannya. 
Akan tetapi tidak bermasalah karena 
pendidikan formal bukanlah indikator satu-
satunya dalam penempatan seorang pejabat. 
Selain itu, tingkat kesesuaian kompetensi 
terhadap jabatan aparatur sudah sesuai dan 
menganut syarat-syarat yang sudah tertera di 
analisis jabatan. Jadi kesimpulannya di Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Malang secara 
penempatan pegawai sudah dianggap sesuai. 
Selanjutnya tentang analisis beban kerja disini 
terdapat dua pengertian yang di jelaskan sebagai 
berikut: 
1. Beban Kerja yang ada sudah sesuai dengan 
kompetensi yang dimiliki oleh pegawai tapi 
sebagian masih ada yang perlu di perbaiki. 
Beban kerja dan jumlah pegawai pada Badan 
Kepegawaian Daerah Kota Malang sudah 
cukup seimbang. 
2. Norma Waktu atau Standar Waktu kerja yang 
sudah ditetapkan secara nasional sudah cukup 
efektif dan efisien untuk menyelesaikan 
pekerjaan. Pegawai pada Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Malang mengerjakan pekerjaan 
sesuai dengan tingkat prioritasnya, sehingga 
pekerjaan dapat terselesaikan tepat pada 
waktunya. 
Yang sudah di jelaskan tentang faktor-
faktor pendukung dan penghambat di Badan 
Kepegawaian Daerah sudah di bilang baik dalam 
menjalankan tugas-tugas pokok yang di berikan, 
dan menyelesaikannya tepat pada waktunya, akan 
tetapi menurut saya mengenai penempatan 




Bedasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dilakukan , peneliti memiliki 
saran terkait dengan analisis kebutuhan pegawai 
pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang, 
yaitu sebagai berikut:Untuk kedepanya , agar dalam 
penempatan pegawai betul-betul sesuai dengan 
kompetensi dan pendidikan yang dibutuhkan oleh 
suatu jabatan , maka pihak Badan Kepegawaian 
Daerah Kota Malang perlu melakukan koordinasi 
dengan Instansi terkait, serta dalam membangun 
birokrasi yang tanggap terhadap masyarakat perlu 
adanya Pegawai Negeri Sipil yang profesional 
dalam arti memiliki kompetensi di masing-masing 
bidang. Oleh karena itu dalam penempatan seorang 
pegawai harus sesuai kompetensi yang dimiliki 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-
syarat yang ada untuk meningkatkan kinerja dari 
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